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PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2019/PA Gsg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Gunung  Sugih  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  umur  45  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Tenaga  Kerja

Indonesia (TKI),  Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Lampung

Tengah,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada

Hendrico  Tanjung  S.H,  Advokat  yang  berkantor  di

Jln.Apel No.059 Lingkungan II RT09 RW01 Kelurahan

Bandar  Jaya  Barat  Kecamatan  Terbanggi  Besar

Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa

khusus  tanggal  20  Desember  2018,  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur 42 tahun,  agama Islam, pekerjaan Petani,  Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Kabupaten Lampung Tengah, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tanggal  07 Januari  2019

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Gunung  Sugih,  dengan  Nomor
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121/Pdt.G/2019/PA Gsg,  tanggal  08  Januari  2019,   dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  02  Juni  2000  telah  dilangsungkan  perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan

sesuai  dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah

dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Padang  Ratu,

Kabupaten Lampung Tengah,  sebagaimana tercatat  dalam Duplikat  Akte

Nikah Nomor -, tertanggal 14 Desember 2018;  

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang

tua  Penggugat   di  Kampung  Talang  Tengah,  Kecamatan  Anak  Ratu  Aji

selama  1  tahun,  kemudian  pindah  rumah  dengan  tinggal  di  kediaman

bersama  di  Kampung  Gedung  Ratu  selama  11  tahun  sampai  dengan

berpisah 

3. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan  hubungan

sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak; 

4. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai  goyah setelah

antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus sejak bulan Meret tahun 2010 karena Tergugat tidak

bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga sejak awal menikah

sampai  dengan  berpisah,  nafkah  yang  diberikan  oleh  Tergugat  kepada

Penggugat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; 

5. Bahwa setiap terjadi  pertengkaran Tergugat sering sekali  mengatakan

kata-kata kasar yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang suami 

6. Bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  dan  agar

perekonomian  keluarga  menjadi  lebih  baik,  Penggugat  pergi  bekerja

menjadi TKI ke Negara Singapore, selama 2 tahun menjadi TKI Penggugat

selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan Tergugat serta anak-anaknya,

setelah  Penggugat  pulang  ke  Indonesia  tepatnya  tahun  Juni  2013,

Penggugat merasa tidak ada perubahan dalam perekonomian keluarganya,

Penggugat sempat bertanya kepada Tergugat perihal  uang kiriman yang

selama  2  tahun  ini  dikirimkan  untuk  keperluan  Tergugat  serta  anak-

anaknya,  namun  Tergugat  mengatakan  kepada  Penggugat  bahwa  uang
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yang  dikirimkan  oleh  Penggugat  sudah  habis  dan  tidak  cukup  untuk

memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga,  kemudian  Penggugat  mencari

informasi  melalui  orang  tua  serta  kerabat  Penggugat,  tentang  keadaan

Tergugat saat Penggugat pergi bekerja menjadi TKI ke Negara Singapore

dan  orang  tua  Penggugatpun  menjelaskan  bahwa  Tergugat  mempunyai

Wanita Idaman Lain yang bernama Wanita lain yang di ketahui tinggal satu

Kampung dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mencoba

mendatangi  Wanita  Idaman  Lain  tersebut  untuk  menanyakan  perihal

kedekatan  Tergugat  dengan  Wanita  Idaman  lain  tersebut,  dan  Wanita

Idaman  lain  tersebut  menjelaskan  semua  tentang  kedekatan  Tergugat

dengan Habibah (wil) dan sudah lama memiliki hubungan khusus dengan

Tergugat,  bahkan  uang  yang  selama  ini  di  kirimkan  oleh  Penggugat

dihabiskan Tergugat  untuk menghidupi  Wanita Idaman Lain tersebut,  hal

tersebutlah  yang  memicu  terjadi  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  bahkan  terjadi  berulang  kali  secara  terus  menerus,  dan  pada

akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan

Tergugat,  serta  memutuskan  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  kemudian

setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pulang

ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Gedung Ratu, serta Penggugat

tetap  tinggal  di  rumah  kediaman  bersama  di  Kampung  Talang  Ratu,

Kecamatan Anak Ratu Aji, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami

istri  serta  telah  pisah  rumah  selama  5  tahun  6  bulan  lamanya  sampai

dengan sekarang. 

7. Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  mempertahankan  keutuhan  rumah

tangga  dengan  meminta  bantuan  kepada  pihak  keluarga  untuk

menyelesaikan  kemelut  rumah  tangga,  namun  usaha  tersebut  tidak

berhasil;  

8. Bahwa  terhadap  prilaku  Tergugat  tersebut,  maka  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi  untuk dapat di  pertahankan,

oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai

terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;  
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9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  permohonan  Penggugat

untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap  Tergugat  atas  dasar

pertengkaran yang terjadi  terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

dalam suatu  ikatan perkawinan,  serta  telah  memenuhi  unsure  Pasal  19

huruf (f)  PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hokum untuk menyatakan

gugatan cerai ini dikabulkan : 

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara. 

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan  yang amarnya

sebagai berikut:

Primair:

1.Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

3.Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 

Subsidair:

 Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka   sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai  dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena Tergugat  tidak  pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya   dimulai   pemeriksaan   dengan   membacakan  surat   gugatan

Penggugat  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat

dengan  perubahan  bahwa  selama  menikah  tinggal  di  rumah  orang  tua

Penggugat;
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Bahwa  untuk   menguatkan   dalil-dalil   gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Surat  Keterangan  atas  nama  Penggugat  Nomor  -

tanggal 11 Februari 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan

sesuai dengan aslinya, bukti P-1;

2. Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  yang  aslinya  dikeluarkan

oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Padang  Ratu  Kabupaten

Lampung  Tengah  Nomor   -,  tertanggal  14  Desember  2018,  telah

dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-

2;

B. Saksi:

1.----------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman

di  Kabupaten  Lampung  Tengah,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di  rumah

bersama tidak jauh dari rumah saksi  dan telah dikaruniai dua orang

anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,

namun sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa  saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat

sebelum berpisah,  namun saksi mendengar kabar bahwa Penggugat

dan  Tergugat  bertengkar  saat  Penggugat  pulang  dari  luar  negeri

karena uang yang dikirimkan Penggugat dihabiskan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga mempunyai wanita lain saat

Penggugat di luar negeri;

- Bahwa  sejak  Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang

lebih  5  tahun,  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  rukun   lagi,

Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
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- Bahwa  keluarga  telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat kembali,  namun tidak berhasil;

2.----------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi  II,  umur   43  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  buruh,  tempat

kediaman  di  Kabupaten  Lampung  Tengah,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di  rumah

bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun

kemudian  bermasalah  dan  Tergugat  meninggalkan  Penggugat

sampai sekarang;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  bermasalah

karena  saat  Penggugat  pulang  dari  luar  negeri,  Tergugat  telah

menghabiskan  uang  yang  dikirimkan  Penggugat  dan  menjalin

hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa  Tergugat  meninggalkan  Penggugat  sejak  tahun  2013

selama 5 tahun lebih;

- Bahwa  sejak  berpisah,  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

rukun  lagi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala yang dicatat

dalam  berita  acara   sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat dengan dalil pokok bahwa sejak tahun 2010 sering bertengkar karena

nafkah  Tergugat  kurang  sehingga  Penggugat  bekerja  di  luar  negeri  dan

mengirimkan hasil kerjanya kepada Tergugat, namun saat Penggugat pulang,

uang hasil  kerjanya telah habis dan Tergugat  justru  mempunyai  wanita  lain,

masalah  mala  menyebabkan  pertengkarn  dan  menyebabkan  Tergugat
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meninggalkan Penggugat  pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Juni 2013

dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan

patut, tidak  datang  menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk  datang  menghadap  di

persidangan dan  tidak  ternyata  bahwa tidak  datangnya  itu  disebabkan  oleh

sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan

meskipun   telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,   maka   Tergugat  telah

melepaskan  haknya  dan  dalil  gugatan  Penggugat  harus   dianggap   benar,

namun  karena  perkara  ini  adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran

Tergugat  tersebut  tidak  dengan  sendirinya  menjadi  alasan  mengabulkan

gugatan Penggugat karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya

gugatan  tersebut  sebagaimana  ditentukan  pasal  27  ayat  4  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  karenanya  Penggugat  tetap  harus

membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis P-1   dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa

fotokopi dari  surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah

dinazegelen dan  telah  dicocokkan  dan  sesuai  dengan  aslinya,  karenanya

Majelis Hakim memandang bukti  tersebut telah memenuhi syarat formal dan

materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan  bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat

ini  berkediaman  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang  merupakan  wilayah

yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Gunung  Sugih,  karenanya  berdasarkan

kententuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat

ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Pengggugat dan

Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
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Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah

cukup umur dan memberikan  keterangan  di  persidangan,  saksi  mana

memberikan  keterangan  satu-persatu  dan  di  bawah  sumpahnya serta

merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya,  karenanya materi

kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  menerangkan  bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  yang  tinggal  bersama di  rumah bersama,  sejak  5

tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat dan  sejak berpisah tidak

pernah rukun lagi, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah bersama;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  juga  menerangkan  bahwa  selama

Tergugat  meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun,  Penggugat

dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil, keduanya tidak pernah

rukun lagi, Tergugat juga tidak pernah menemui Penggugat;

Menimbang,  bahwa  pengetahuan  saksi-saksi  tersebut  bersumber  dari

pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan

kedua  saksi  tersebut  saling  bersesuaian,  karenanya  keterangan  saksi  telah

memenuhi syarat materiil kesaksian dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi  tersebut,  telah

ternyata sejak kurang lebih 5 tahun lalu atau lebih dari 2 tahun lalu Penggugat

dan Tergugat berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah

hingga sekarang,  Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, hal mana

menunjukkan  bahwa  baik  Penggugat  maupun  Tergugat  tidak  berkeinginan

kembali lagi;

Menimbang,  bahwa   Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai   setelah

ditinggalkan  Tergugat  selama  kurang  lebih  5 tahun,  alasan  mana  dapat

dikualifikasikan  sebagai  alasan  cerai  sesuai  ketentuan  pasal  19  huruf  b

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.  Pasal  116 huruf b Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  alasan  cerai  Penggugat  sebagaimana  tersebut  di

atas,  harus  memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo.

Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya

sebagai berikut:
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Menimbang,  bahwa  Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat

setelah ditinggalkan Tergugat selama 5 tahun  berturut-turut tanpa kembali lagi,

dimana Tergugat tidak pernah datang lagi meski tinggal tidak jauh dari tempat

tinggal Penggugat, hal mana jelas menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau

kembali bersama dengan Penggugat, karenanya   gugatan    Penggugat  telah

memenuhi ketentuan pasal 21  ayat 1  dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor  9

Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,   bahwa pasal  21  ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor  9

Tahun 1975 juga menentukan bahwa gugatan cerai dengan alasan salah satu

pihak meninggalkan pihak lain diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak

Tergugat meninggalkan rumah,  dan Tergugat  telah meninggalkan Penggugat

selama 5  tahun saat Penggugat mengajukan gugatannya,  karenanya gugatan

Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal terbut;

Menimbang,  bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan   tidak

mau kembali, kondisi mana menunjukkan bahwa Tergugat juga tidak ingin lagi

mempertahankan rumah tangganya,  karenanya  telah ternyata  rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang,  bahwa  percerian adalah perbuatan yang makruh,  namun

dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  yang jika

dipertahankan justru hanya menimbulkan  madharat  lebih  besar  baik  bagi

Penggugat  maupun  Tergugat,  maka Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

perceraian dalam hal ini menjadi mubah dan merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, telah terbukti  Tergugat pergi  meninggalkan  Penggugat selama 5 tahun

berturut-turut,  karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal

19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan

tidak  dapat  diharapkan  untuk  dapat  hidup  rukun  lagi  dalam rumah  tangga,

karenanya  gugatan  Penggugat   juga  telah  memenuhi  ketentuan  pasal   39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
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Menimbang,  bahwa berdasarkan  segala  pertimbangan tersebut  di  atas,

maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum,

karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa oleh  karena Tergugat   tidak  hadir   di  persidangan

tanpa alasan yang   sah,   dan    tidak    pula    menyuruh   orang    lain    untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasanya,  meskipun  Pengadilan  telah

memanggilnya  secara  sah dan patut,  maka sesuai  Pasal  149 ayat  1  R.Bg,

gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  pasal  119  ayat  2  huruf  c  Kompilasi  Hukum  Islam

menentukan bahwa  talak  yang  dijatuhkan oleh Pengadilan Agama  adalah

talak  bain  sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam

Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab

Ushul  al  Murofa’at  halaman  265  yang  selanjutnya   diambil  alih  menjadi

pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi: 

القاضي كان بائنايأ كمالحاقعهوكل طلاق أو
Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

maka  Majelis  Hakim  sepakat  untuk  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra

Tergugat  terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan  pasal  89  ayat  1  Undang-undang  Nomor  7

Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan  Agama,  seluruh  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  harus

dibebankan kepada  Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  segala  ketentuan  perundang-undangan

yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 
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3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp471.000,00 (Empat ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  6 Jumadil  Akhir  1440  Hijriah,  oleh  kami  Aziz

Mahmud  Idris,  S.H.I  sebagai  Ketua  Majelis,  Sobari,  S.H.I  .  dan  Uswatun

Hasanah,S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  M.

Ismiyulista Dirna,S.H.I.  sebagai Panitera Pengganti  serta dihadiri  oleh  Kuasa

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

 

Hakim Anggota,

Sobari, S.H.I .

Ketua Majelis,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah,S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp380.000,00 
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  4.  Redaksi  Rp5.000,00 
  5.  Meterai  Rp6.000,00 

    Jumlah Rp471.000,00
    ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) 
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